BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Terjadinya pengangkatan Sekretaris Daerah Lima Puluh Kota oleh Plh

Bupati Lima Puluh Kota, berdasarkan data penelitian dan pembahasan, ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengangkatan Sekretaris Daerah Lima Puluh Kota yang
dilakukan oleh PIh Bupati Lima Puluh Kota pada tanggal 18 Agustus 2017
tersebut tidak sah dikarenakan terdapat cacat dalam hal wewenang dan
prosedur. Cacat dalam hal wewenang dikarenakan Plh Bupati sesuai
dengan ketentuan Pasal 14 ayat (7) UU Administrasi Pemerintahan dan
dipertegas dengan Surat Kepala BKN No. K.26.30/V.20.3/99 dimana
Badan/ Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui
Mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang
bersifat strategis, yang berdampak pada perubahan status hukum pada
aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Sedangkan
pengangkatan Sekda yang dlakukan oleh PIh Bupati merupakan tindakan
strategis yang mengakibatkan berubahnya status hukum dari Pegawai
Negeri Sipil. Cacat dalam hal prosedur yakni tindakan yang dilakukan
oleh PlIh Bupati tersebut tidak sesuai dengan prosedur pengisian jabatan
yang diatur di dalam Pasal 108, 109, 110, dan 111 UU ASN, Pasal 110 s.d
129 PP Manajemen PNS, serta PANRB Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi

Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Akibatnya Surat Keputusan



Pengangkatan Sekretaris Daerah Lima Puluh Kota tersebut tidak sah dan
tidak dapat diakui kebenarannya. Oleh karenanya SK Pengangakatan yang
dikeluarkan oleh PlIh Bupati harus dicabut dikarenakan terdapat cacat pada
wewenang dan prosedurnya. Sehingga pejabat yang diangkat menjadi
Sekda oleh PIh Bupati yakni Yendri Thomas kembali kepada jabatannya
semula sebelum dilakukan pengangkatan oleh Plh Bupati dan yang
menjabat sebagai Sekda Lima Puluh Kota tetap M. Yunus yang telah
dilantik menjadi PIt. Sekda Lima Puluh Kota oleh Bupati Lima Puluh Kota
sebelum Bupati cuti untuk menunaikan ibadah haji.

. Penyelesaian terhadap kasus diatas yakni dengan adanya sanksi
administratif berupa teguran tertulis dari Gubernur Sumatera Barat Nomor
130/ 201/Pem-2017 tanggal 21 Agustus 2017 kepada Plh Bupati Lima
Puluh Kota untuk membatalkan SK yang telah dikeluarkan tersebut. Pada
tanggal 23 Agustus 2017 Plh Bupati Lima Puluh Kota mencabut SK
pengangkatan kembali Sekda Lima Puluh Kota yang telah dikeluarkannya
dengan SK Nomorl30/23/TAPUM-2017 yang menyatakan bahwa
penyelenggaraan tugas pemerintahan tetap mengacu kepada kondisi
Organisasi Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya pengangkatan dan
pelantikan pejabat tinggi pratama serta pengembalian jabatan Sekda.
Selanjutnya untuk mengisi jabatan Sekda Lima Puluh Kota dilakukan
seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Pratama yang dilakukan
berdasarkan persetujuan dari Kepala KASN dengan Surat Ketua KASN
Nomor B-2788/KASN/10/2017 pada tanggal 31 Oktober 2017. Hasil dari

seleksi terbuka ini selesai dengan dilantiknya Widya Puutra, S.Sos, M.Si



sebagai Sekda Lima Puluh Kota terpilih hasil seleksi terbuka pada tanggal
12 November 2018.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas pada akhir skripsi ini, penulis

memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Lima
Puluh Kota disarankan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah
dapat memahami dan mengerti akan tugas dan wewenang masing-
masing akan jabatan yang sedang diembannya sesuai dengan yang
telah diatur di dalam Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal apabila Kepala
Daerah berhalangan dalam melakukan tugas dan wewenangnya baik
berhalangan tetap maupun berhalangan sementara, dan sesuai Pasal 65
ayat (4) UU Pemda dapat digantikan oleh wakil kepala daerah, agar
wakil kepala daerah menjalankan tugas dan wewenangnya
berpedoman kepada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan,  dan peraturan perundang-
undangan lain yang mengatur mengenai tugas dan kewenangan
Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian agar di kemudian hari tidak
terjadi lagi hal atau tindakan dan/ atau keputusan yang diambil di luar
kewenangan.

2. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan agar dapat berjalan
dengan baik disarankan agar membangun komunikasi yang baik

antara Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah lainnya,



sehingga pada penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi dengan
hubungan yang baik yang dilakukan secara bersama-sama dengan
mementingkan kebaikan bersama bukan saja kepentingan masing-
masing pribadi atau golongan, yang saling mengingatkan serta saling
menghargai, akan menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang
lebih baik dan lebih minim akan terjadinya kesalahpaman dan
kekurangpemahaman dalam melaksanakan tugas dan wewenang
pemerintahan, sehingga roda pemerintahan agan berjalan semakin

baik.



